
REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2021 ALOKASI 2021 (RIBU)

01 Tersedianya kebijakan bidang perlindungan hak perempuan yang berkualitas 19.866.500,0

01.01 Jumlah kebijakan bidang Perlindungan Hak Perempuan 6

01.02 Jumlah NSPK bidang PHP 1

01.03 % pro�l tematik bidang PHP yang dimanfaatkan 100

01.04 % rekomendasi kebijakan bidang PHP yang ditindaklanjuti 100

Total 19.866.500,0

KODE

SASARAN KEGIATAN /
KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN
OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

ALOKASI
(RP RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

:2. PROGRAM DE - Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
03 - Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak (dihapus)
04 - Meningkatnya pemenuhan hak anak
06 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam KG, PHP, dan PA
07 - Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO
08 - Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
09 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Satker Kemen PPPA

:4. KEGIATAN 6376 - Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN /
KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN
OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

ALOKASI
(RP RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

01 Tersedianya kebijakan
bidang perlindungan hak
perempuan yang
berkualitas

19.866.500,0

01.AAD Peraturan Presiden 442.700,0

01.AAD.001 Peraturan Presiden
tentang Rencana Aksi
Nasional
Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan
Orang Tahun 2020-
2024

000 - Bukan
Tematik

442.700,0

051 - Penyusunan
Peraturan Presiden
tentang Rencana
Aksi Nasional
Pemberantasan
Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Tahun 2020-2024

442.700,0

Pusat Pusat 442.700,0

01.AAG Peraturan Menteri 1.699.260,0

01.AAG.001 Perubahan atas
Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak RI
Nomor 22 Tahun 2010
tentang PSO Pelayanan
Terpadu bagi Saksi
dan/atau Korban
Tindak Pidana
Perdagangan Orang

000 - Bukan
Tematik

416.500,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /
KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN
OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

ALOKASI
(RP RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

051 - Penyusunan
Perubahan atas
Peraturan Menteri
Negara
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
RI Nomor 22 Tahun
2010 tentang PSO
Pelayanan Terpadu
bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak
Pidana Perdagangan
Orang

416.500,0

Pusat Pusat 416.500,0

01.AAG.002 Peraturan Menteri
tentang Perlindungan
Perempuan Pekerja
Migran

000 - Bukan
Tematik

504.940,0

051 - Penyusunan
Rancangan
Peraturan Menteri
tentang
Perlindungan
Perempuan Pekerja
Migran

504.940,0

Pusat Pusat 504.940,0

01.AAG.003 Peraturan Menteri PP
dan PA tentang
Standardisasi Lembaga
Penyedia Layanan
Perlindungan
Perempuan

000 - Bukan
Tematik

777.820,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /
KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN
OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

ALOKASI
(RP RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

051 - Penyusunan
Peraturan Menteri
PP dan PA tentang
Standardisasi
Lembaga Penyedia
Layanan
Perlindungan
Perempuan

777.820,0

Pusat Pusat 777.820,0

01.AAH Peraturan lainnya 1.574.540,0

01.AAH.001 Peraturan Ketua Harian
Gugus Tugas Pusat
Pencegahan dan
Penanganan TPPO
tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan
Ketua Harian GT Pusat
PP TPPO 8 Tahun 2009
tentang Pembentukan
Sub GT Pusat PP-TPPO

000 - Bukan
Tematik

333.260,0

051 - Penyusunan
Peraturan Ketua
Harian Gugus Tugas
Pusat Pencegahan
dan Penanganan
TPPO tentang
Perubahan Kelima
atas Peraturan
Ketua Harian GT
Pusat PP TPPO 8
Tahun 2009 tentang
Pembentukan Sub
GT Pusat PP-TPPO

333.260,0

Pusat Pusat 333.260,0

01.AAH.002 DIM Rancangan
Undang-Undang
tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual

000 - Bukan
Tematik

1.241.280,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /
KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN
OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

ALOKASI
(RP RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

051 - Penyusunan
DIM Rancangan
Undang-Undang
tentang
Penghapusan
Kekerasan Seksual
(Daftar Inventarisasi
Masalah Rancangan
Undang-Undang
tentang
Penghapusan
Kekerasan
Seksual/DIM RUU
PKS)

1.241.280,0

Pusat Pusat 1.241.280,0

01.AFA Norma, Standard,
Prosedur dan Kriteria

500.000,0

01.AFA.001 Rumusan NSPK Bidang
Perlindungan Hak
Perempuan

000 - Bukan
Tematik

500.000,0

051 - Penyusunan
Rumusan Norma,
Standar, Prosedur,
dan Kriteria Bidang
PHP

500.000,0

Pusat Pusat 500.000,0

01.BMA Data dan Informasi Publik 1.500.000,0

01.BMA.001 Rumusan Pro�l Tematik
Bidang Perlindungan
Hak Perempuan

000 - Bukan
Tematik

1.500.000,0

051 - Penyusunan
Pro�l Tematik
Bidang
Perlindungan Hak
Perempuan

855.750,0

Pusat Pusat 855.750,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /
KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN
OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

ALOKASI
(RP RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

052 - Penyusunan
dan Analisis Data
Evaluasi RPLA dalam
PHP

644.250,0

Pusat Pusat 644.250,0

01.FAE Pemantauan dan Evaluasi
serta Pelaporan

500.000,0

01.FAE.001 Laporan Hasil
Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan
Perlindungan Hak
Perempuan

000 - Bukan
Tematik

500.000,0

051 - Pemantauan,
Evaluasi, dan
Pelaporan Kebijakan
PHP

500.000,0

Pusat Pusat 500.000,0

01.QMA Data dan Informasi Publik 13.650.000,0

01.QMA.001 Data dan Informasi
Survei Pengalaman
Hidup Perempuan
Nasional (SPHPN)

Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia
Berkualitas
dan Berdaya
Saing

Peningkatan
Kualitas
Anak,
Perempuan
dan
Pemuda

Peningkatan
Kesetaraan
Gender,
Pemberdayaan
dan
Perlindungan
Perempuan

Perlindungan
Perempuan,
termasuk
Pekerja
Migran dari
Kekerasan
dan Tindak
Pidana
Perdagangan
orang

000 - Bukan
Tematik

13.650.000,0

051 - Persiapan
Pelaksanaan Survei
Pengalaman Hidup
Perempuan
Nasional (SPHPN)

2.749.450,0

Pusat Pusat 2.749.450,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /
KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN
OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PRIORITAS

KEGIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATIK)

100 JANJI
PRESIDEN

ALOKASI
(RP RIBU)

PROVINSI
KABUPATEN

/ KOTA

052 - Pelaksanaan
Survei Pengalaman
Hidup Perempuan
Nasional (SPHPN)

10.900.550,0

Pusat Pusat 10.900.550,0

Total 19.866.500,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2021 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME
/

TARGET
SATUAN

SATUAN
BIAYA

ALOKASI
2021 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2022 2023 2024 2022 2023 2024

01 Tersedianya kebijakan bidang perlindungan hak perempuan yang
berkualitas

19.866.500,0 0,0 0,0 0,0

01.AAD Peraturan Presiden 1 PerPres 442.700,0 0,0 0,0 0,0

01.AAD.001 Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun
2020-2024

1 PerPres 442.700,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.AAD.001.051 Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi
Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang Tahun 2020-2024

1,0 Dokumen 442.700,0 442.700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.AAG Peraturan Menteri 3 PerMen 1.699.260,0 0,0 0,0 0,0

01.AAG.001 Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 22 Tahun 2010
tentang PSO Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang

1 PerMen 416.500,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.AAG.001.051 Penyusunan Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Nomor 22 Tahun 2010 tentang PSO Pelayanan Terpadu
bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang

1,0 Dokumen 416.500,0 416.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.AAG.002 Peraturan Menteri tentang Perlindungan Perempuan Pekerja
Migran

1 PerMen 504.940,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2021 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME
/

TARGET
SATUAN

SATUAN
BIAYA

ALOKASI
2021 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2022 2023 2024 2022 2023 2024

01.AAG.002.051 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang
Perlindungan Perempuan Pekerja Migran

1,0 Dokumen 504.940,0 504.940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.AAG.003 Peraturan Menteri PP dan PA tentang Standardisasi Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

1 PerMen 777.820,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.AAG.003.051 Penyusunan Peraturan Menteri PP dan PA tentang
Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan

1,0 Dokumen 777.820,0 777.820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.AAH Peraturan lainnya 2 peraturan 1.574.540,0 0,0 0,0 0,0

01.AAH.001 Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan
Penanganan TPPO tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Ketua Harian GT Pusat PP TPPO 8 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Sub GT Pusat PP-TPPO

1 peraturan 333.260,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.AAH.001.051 Penyusunan Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat
Pencegahan dan Penanganan TPPO tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Ketua Harian GT Pusat PP TPPO 8
Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub GT Pusat PP-TPPO

1,0 Dokumen 333.260,0 333.260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.AAH.002 DIM Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual

1 peraturan 1.241.280,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.AAH.002.051 Penyusunan DIM Rancangan Undang-Undang tentang
Penghapusan Kekerasan Seksual (Daftar Inventarisasi
Masalah Rancangan Undang-Undang tentang
Penghapusan Kekerasan Seksual/DIM RUU PKS)

1,0 Dokumen 1.241.280,0 1.241.280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 1 NSPK 500.000,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA.001 Rumusan NSPK Bidang Perlindungan Hak Perempuan 1 NSPK 500.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.AFA.001.051 Penyusunan Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria Bidang PHP

1,0 Dokumen 500.000,0 500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BMA Data dan Informasi Publik 2 layanan 1.500.000,0 0,0 0,0 0,0

01.BMA.001 Rumusan Pro�l Tematik Bidang Perlindungan Hak Perempuan 2 layanan 1.500.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.BMA.001.051 Penyusunan Pro�l Tematik Bidang Perlindungan Hak
Perempuan

1,0 Dokumen 855.750,0 855.750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.BMA.001.052 Penyusunan dan Analisis Data Evaluasi RPLA dalam PHP 1,0 Dokumen 644.250,0 644.250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1 Laporan 500.000,0 0,0 0,0 0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2021 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME
/

TARGET
SATUAN

SATUAN
BIAYA

ALOKASI
2021 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2022 2023 2024 2022 2023 2024

01.FAE.001 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Perlindungan Hak Perempuan

1 Laporan 500.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.FAE.001.051 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan PHP 1,0 Laporan 500.000,0 500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QMA Data dan Informasi Publik 1 layanan 13.650.000,0 0,0 0,0 0,0

01.QMA.001 Data dan Informasi Survei Pengalaman Hidup Perempuan
Nasional (SPHPN)

1 layanan 13.650.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.QMA.001.051 Persiapan Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup
Perempuan Nasional (SPHPN)

1,0 Dokumen 2.749.450,0 2.749.450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QMA.001.052 Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan
Nasional (SPHPN)

1,0 Dokumen 10.900.550,0 10.900.550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 19.866.500,0 - - - 0,0 0,0 0,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN

01 Tersedianya kebijakan bidang perlindungan hak
perempuan yang berkualitas

19.866.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19.866.500,0

01.AAD Peraturan Presiden 442.700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 442.700,0

01.AAD.001 Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi
Nasional Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang Tahun 2020-2024

442.700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 442.700,0

01.AAD.001.051 Penyusunan Peraturan Presiden tentang
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024

Utama 442.700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 442.700,0

01.AAG Peraturan Menteri 1.699.260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.699.260,0

01.AAG.001 Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang PSO
Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang

416.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 416.500,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN

01.AAG.001.051 Penyusunan Perubahan atas Peraturan
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI Nomor 22 Tahun
2010 tentang PSO Pelayanan Terpadu bagi
Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Utama 416.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 416.500,0

01.AAG.002 Peraturan Menteri tentang Perlindungan
Perempuan Pekerja Migran

504.940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 504.940,0

01.AAG.002.051 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri
tentang Perlindungan Perempuan Pekerja
Migran

Utama 504.940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 504.940,0

01.AAG.003 Peraturan Menteri PP dan PA tentang
Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan

777.820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 777.820,0

01.AAG.003.051 Penyusunan Peraturan Menteri PP dan PA
tentang Standardisasi Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan

Utama 777.820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 777.820,0

01.AAH Peraturan lainnya 1.574.540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.574.540,0

01.AAH.001 Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat
Pencegahan dan Penanganan TPPO tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Ketua Harian
GT Pusat PP TPPO 8 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Sub GT Pusat PP-TPPO

333.260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 333.260,0

01.AAH.001.051 Penyusunan Peraturan Ketua Harian Gugus
Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan
TPPO tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Ketua Harian GT Pusat PP TPPO 8
Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub GT
Pusat PP-TPPO

Utama 333.260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 333.260,0

01.AAH.002 DIM Rancangan Undang-Undang tentang
Penghapusan Kekerasan Seksual

1.241.280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.241.280,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021

RUPIAH
PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN

01.AAH.002.051 Penyusunan DIM Rancangan Undang-Undang
tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
(Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan
Undang-Undang tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual/DIM RUU PKS)

Utama 1.241.280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.241.280,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500.000,0

01.AFA.001 Rumusan NSPK Bidang Perlindungan Hak
Perempuan

500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500.000,0

01.AFA.001.051 Penyusunan Rumusan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria Bidang PHP

Utama 500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500.000,0

01.BMA Data dan Informasi Publik 1.500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.500.000,0

01.BMA.001 Rumusan Pro�l Tematik Bidang Perlindungan Hak
Perempuan

1.500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.500.000,0

01.BMA.001.051 Penyusunan Pro�l Tematik Bidang
Perlindungan Hak Perempuan

Utama 855.750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 855.750,0

01.BMA.001.052 Penyusunan dan Analisis Data Evaluasi RPLA
dalam PHP

Utama 644.250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 644.250,0

01.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500.000,0

01.FAE.001 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Perlindungan Hak Perempuan

500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500.000,0

01.FAE.001.051 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Kebijakan PHP

Utama 500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500.000,0

01.QMA Data dan Informasi Publik 13.650.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.650.000,0

01.QMA.001 Data dan Informasi Survei Pengalaman Hidup
Perempuan Nasional (SPHPN)

13.650.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.650.000,0

01.QMA.001.051 Persiapan Pelaksanaan Survei Pengalaman
Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)

Utama 2.749.450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.749.450,0

01.QMA.001.052 Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup
Perempuan Nasional (SPHPN)

Utama 10.900.550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.900.550,0

Total 19.866.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19.866.500,0
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